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BUPATI SAROi"{NGUN

PROITNSI JAMBI

PERATURAN BUPATI SAROLANGUN

NOMOR 4' TAHUN 2017

TENTANG

TUNJANGAN PERUMAHAN DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI PIMPINAN

DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Menimbang :

Mengingat : 1.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAROLANGUN,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (6)

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang tentang

Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat Daeral, perlu menetapkan

Peraturan Bupati tentang Tunjargan perumahan dan

tunjangan transportasi Pimpinan darl Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah;

Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang

Pembentukan Kabupaten Sarolalgun, Bungo Tebo,

Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung

Timur (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999

Nomor 182 Tambahan lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 20O0 (tembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan

I€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969)i

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (l,embaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan

2.



3.

4.

5.

6.
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Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah (Lembararl Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Iembarar

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak

Keuangal dan Administratif Pimpinar dan Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara

Republik lndonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tamba.han

lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 6057);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017

tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah

serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana

Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2017 Nomor 1067);

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor

49IPMK.O2l20L7 tentang Standar Biaya Masukan Tahun

Anggaran 2018;

Peraturan Daerah Kabupaten Sarolalgun Nomor 1 Tahun

2017 tentang tentang Hak Keuangan dan Administratif

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

(Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2017

Nomor 1, Tambahan I-embaran Darah Kabupaten

Sarolangun Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

MenetapKan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUNJANGAN PERUMAHAN

DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI PIMPINAN DAN ANGGOTA

DEWAN PERWAKILAN RAI'TAT DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Sarolangun.
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2. Pemerintalan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh

Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rallyat Daerah menurut asas

otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya

da,lam sistem darl prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Repubtik
lndonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara

Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksalaan urusan pemerintahan

yang menjadi kewenangar daerals otonom.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah
lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah.

5. Bupati adalah Bupati Sarolangun.

6. Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan ketua dan
wakil ketua DPRD Kabupaten Sarolangun.

7. Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Anggota

DPRD Kabupaten Sarolangun.

8. Tunjangan Perumahan adalah uang yang diberikal setiap bulan kepada

Pimpinan DPRD dan anggota DPRD dalam hal Pemerintah Daerah belum
dapat menyediakan rumah negara.

9. Tunjangan Transportasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada

Pimpinare DPRD dan alggota DPRD dalam hal Pemerintah Daerah belum
dapat menyediakan kendaraan dinas jabatan,

10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat
APBD adalah rencana keuangan tahunal daerah yang ditetapkan dengan

Perda.

BAB II

TUNJANGAN PERUMAHAN

Pasal 2

Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakar rumah negara

bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan

tunjangan perumahan.

Tunjangan perumahar bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan
setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/jarji.

{1)

(2)
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Bagi suami dan/atau istri yang menduduki jabatan sebagai Pimpinart

dan/atau Anggota DPRD pada DPRD yang sama halya diberikan salah

satu tunjangan perumahan.

Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang suami atau istinya menjabat

sebagai kepala daerah/wakil kepala daerah pada daerah yang sama tidak

diberikan tunjangan Perumahan.

Bagi Pimpinan dan/atau Anggota DPRD yang diberhentikan sementara

tidal diberikan tunjangan perumahan

Pasal 3

Besa.ran tunjangan perumahan harus memperhatikan asas kepatutan'

kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku, dan

standar luaa bangunan dan lahan rumah negara sesuai dengan ketentuan

peraturan Perundaltg-undan gan.

Besaran tunjangan perumahan yang dibayarkan hajus sesuai dengan

standar satuan harga sewa rumah yang berlaku untuk standar rumah

negara bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, tidak termasuk mebel, belartja

listrik, air, gas, dan telepon.

Besaran tunjangan perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD tidak boleh

melebihi besaran tunjangan perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD

provinsi.

BAB III

TUNJANGAN TRANSPORTASI

Pasal 4

Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan kendaraan dinas

jabatan bagi Anggota DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan

tunjangan transportasi

Tfrnjangan transportasi bagi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan

terhitung mulai tanggal pengucapan sumpal/janji.

Bagi Pimpinan dan/atau Anggota DPRD yang diberhentikan sementara

tidak diberikan tunjangan bansportasi.

(1)

t2\

(3)



Pasal 5

(1) Besaran tunjangan bansportasi harus memperhatikan asas kepatutan,
kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Besaran tunjangan transportasi yang dibayarkaa harus sesuai dengan

standar satuan harga sewa kendaraan yang berlaku untuk standar
kendaraan dinas jabatan bagi Anggota DPRD, tidak termasuk biaya
perawatan dan biaya operasional kendaraan dinasjabatan.

(3) Besaran tunjangan transportasi Anggota DPRD tidak boleh melebihi

besaran tunjangan bansportasi Pimpinan dan Anggota DPRD provinsi.

BAB IV

BESARAN TUNJANGAN PERUMAHAN

DAN TUNJANCAN TRANSPORTASI

Pasal 6

( 1 ) Besaran tunjangan perumahan adalah sebagai berikut:

a. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp.11.O85.690,- (sebelas juta delapan

puluh lima ribu enam ratus Sembilan puluh rupiah)/butar.

b. Anggota DPRD sebesar Rp.8.314.267,- (delapan juta tiga ratus empat

belas ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah)/bulan.

(2) Besaran tunjangan transpor-tasi Anggota DPRD sebesa.r Rp. 13.OOO.OOO,-

(tiga belasjuta rupiah)/ bularr.

(3) Tunjangan Perumahan dan tunjangan transportasi sebagaimana

dimaksud pada ayat {1) dan ayat (2) dikenakan Pajak sesuai dengan

Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
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BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 16

Tahun 2O15 tentang Tunjangan Perumahan Bagi Ketua, Wakil-wakil Ketua

dan Anggota DPRD Kabupaten Sarolangun {Berita Daerah Kabupaten

Sarolangun Tahun 2015 Nomor 16) beserta perubalannya, dicabut dan

dinyatalan tidak berlaku

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkal.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten

sarolangun.

Ditetapkan di Sarclangun

pada tanggal 14 Agusfus 2Ol7

$ eueat sARoLANGUN,\4
CEK ENDRA

Diundangkan di Sarolangun

pada tanggal lq ApLts fus 2Ol7

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN,

G
THABRy'NI ROZALI

BERITA DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2017 NOMOR 4r
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